
BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakaag Masalab 

Pengelolaan ~euongan negaro merupakon suatu kegiatan yang akan 

mempengaruhi peningkatan kesejahteroan dan kcmakmuran rokyat dan bangsa 

Indonesia. Di dalarn pemerintahan, keuangan negara yang dikelola harus dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai amana! konstitusi. Pelaksanaan fungsi ini di 

Indonesia diatur didalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (5) yang mengatur bahwa 

untuk memcriksa tanggung jawab kcuangan negara maka dibentuklah sesuatu 

Badan Pemeriksa KeU411gan {BPK) Republik Indonesia (Arif, dkk, 2002:5). 

Sesuai dengan Pcraturon BPK-RI No.OI Tahun 2007 tentang Standar 

Pemeriksaan Keuangan Negaro, pada pasal I dijelaskan bahwa pcngelolaan 

keuangan ncgara adalah kcscluruhan kegiatan pcjabat peogelola keuangan ocpra 

scsuai dengan kedudul<an dan kewenangaMya meliputi pcrencanaan, 

pclak.sanaan, pengawasan dan pcrtanggungjawaban. 

Badon Pcmeriksa Keuangan merupakan suatu instirusi yang dipercaya 

dapat mewujudkan good corporate & good govemnnce dengan tugas memeriksa 

pcngelolaan dan tanggung jawab keuangan ncgara yang dilakukan oleh 

Pcmcrintah Pusat, Pemcrintah Daeroh, Lembaga Ncgara lainnya, Bank Indonesia, 

Badan Usaha Milik Dacrah, dan lembaga atau badan lain yang mengclola 

keuangan ncgara. 
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Kedudukan BPK sebagai lembaga negara yang bcbas dan mandiri 

dipertegas dalam Ketetapan Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

(TAP MPR-RI) Nomor: XIMPRJ2001 tentang Loporan Pelaksanaan Putusan 

MPR-RJ oleh tembaga- lembaga tinggi negara pada Sidang Tahunan MPR-Rl 

tahun 200 I dan Nomor: VTIMPR/2002 ten tang Laporan Pelaksanaan Putusan 

MPR-RJ lembagn tinggi negara pada sidang tahunan MPR-Rl tahun 2002. lsi 

ketetapan itu, antara lain mcnegaskan kembali kedudukan BPK-Rl sebagai satu­

satunya lembega perneriksa ekstemal keuangan negara. Di samping itu, 

peranannya yang bebas dan mandiri perlu lebih dimantapkan posisinya. 

Saat ini kebcradaan BPK ditetapkan dengan UU Nomor IS, Tahun 2006 

tentang BPK menggantikan UU Nomor 5. Tahun 1973. Sejalan dengao 

ditetapkannya undan!- undang tersebut, beban dan tanggungjawab yang dihadapi 

BPK akan semakin besar. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa negara 

memerlukan suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional untuk 

mcnciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan 

nepotisme. 

Dengan adanya dasar hokum yang kuat yang dimiliki oleb BPK malta 

akan menunjang BPK dalam menjalankan rugas dan wewenang serta perannya. 

Peran BPK sebagai ekstemal auditor bagi pemerintah dan bertanggung jawab 

dengan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. 

Dalam kaitan sebagai pemeriksa ekstemal di bidang keuangan negara, 

auditor BPK dalam melaksanakan tugasnya perlu dilandasi dengan sikap, etika, 
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